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ABSTRAK 

EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN HUKUM OLEH BIDANG PERDATA 

DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI MUBA DALAM 

MENDUKUNG BP2RD TERHADAP PEMULIHAN KEUANGAN 

NEGARA  

Kharisa Inayah Puteri (502022342) 

Penerimaan pajak daerah merupakan komponen vital Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang menopang pembangunan dan pelayanan publik. Keterbatasan 

wewenang eksekutorial Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) 

dalam melakukan penagihan paksa menjadi latar belakang diperlukannya intervensi 

hukum melalui pendampingan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 

Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

efektivitas pendampingan hukum dalam mendukung BP2RD memulihkan 

keuangan negara, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses 

tersebut. Rumusan masalah difokuskan pada dua pertanyaan pokok bagaimana 

efektivitas pendampingan hukum yang dilakukan dan apa saja hambatan 

operasionalnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 

mendalam dengan Jaksa Pengacara Negara dan pejabat BP2RD, observasi lapangan, 

serta studi dokumentasi terhadap 25 dokumen bantuan hukum yang telah 

diterbitkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum melalui 

instrumen Surat Kuasa Khusus (SKK) terbukti sangat efektif mengkonversi piutang 

pajak macet menjadi penerimaan riil kas daerah. Jaksa Pengacara Negara berhasil 

menagih tunggakan dari Pertamina EP Ramba, PT XL Axiata, PHE Jambi Merang, 

serta sejumlah usaha lokal dengan tingkat kehadiran wajib pajak hampir 100 persen 

melalui mekanisme non-litigasi. Hambatan ekonomi pasca-pandemi, birokrasi 

pembayaran berlapis pada sektor migas, serta keterbatasan anggaran operasional 

yang hanya sekitar Rp38 juta. Penelitian ini merekomendasikan penerbitan regulasi 

teknis daerah yang sinkron, digitalisasi data piutang BP2RD, dan penguatan 

koordinasi lintas sektoral demi keberlanjutan pemulihan keuangan negara. Kata  

Kunci: Efektivitas, Pendampingan Hukum, Kejaksaan Negeri Mub , BP2RD,   

Pemulihan Keuangan Negara. 



x 

ABSTRACT  

EFFECTIVENESS OF LEGAL ASSISTANCE BY THE CIVIL AND 

STATE ADMINISTRATIVE AFFAIRS DIVISION  OF MUBA DISTRICT 

ATTORNEY'S OFFICE IN SUPPORTING BP2RD TOWARD STATE 

FINANCIAL RECOVERY 

 Kharisa Inayah Puteri (502022342) 

Regional tax revenue is a vital component of Regional Original Revenue (PAD) 

that sustains development and public services. The limited executorial authority of 

the Regional Tax and Retribution Management Agency (BP2RD) in conducting 

forced collection became the underlying rationale for the necessity of legal 

intervention through assistance provided by the Civil and State Administrative 

Affairs Division  of the Musi Banyuasin District Attorney's Office. This study aims 

to analyze the effectiveness of legal assistance rendered by the Division in 

supporting BP2RD in recovering state finances, as well as to identify the obstacles 

encountered throughout the process. The research questions are centered on two 

key issues: how effective the legal assistance provided is, and what operational 

constraints exist. This study employs an empirical legal method with a descriptive 

qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with State 

Attorneys and BP2RD officials, field observations, and documentary analysis of 25 

legal assistance documents that had been issued. The findings indicate that legal 

assistance through the Special Power of Attorney (SKK) instrument proved highly 

effective in converting non-performing tax receivables into real regional treasury 

revenue. State Attorneys successfully collected arrears from Pertamina EP Ramba, 

PT XL Axiata, PHE Jambi Merang, and a number of local businesses, achieving a 

taxpayer attendance rate of nearly 100 percent through non-litigation mechanisms. 

Post-pandemic economic constraints, multi-layered payment bureaucracy in the oil 

and gas sector, and the limited operational budget of approximately IDR 38 million 

remain as key obstacles. This study recommends the issuance of synchronized 

regional technical regulations, digitalization of BP2RD receivables data, and 

strengthened cross-sectoral coordination to ensure the sustainability of state 

financial recovery.  

Keywords: Effectiveness, Legal Assistance, Muba District Attorney’s Office,  

BP2RD, State Financial Recovery. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan 

asli daerah (PAD) yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan 

pelayanan publik di tingkat lokal. Optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi 

perhatian serius pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Musi Banyuasin?1. 

Dalam pelaksanaannya, tidak jarang terjadi berbagai permasalahan hukum yang 

berkaitan dengan penagihan, penyelesaian sengketa, hingga potensi kerugian 

daerah akibat ketidakpatuhan wajib pajak. 

Kasus laporan hasil pemulihan keuangan negara tahun 2018 terkait 

perjanjian kerja sama antara Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Muba, Dalam laporan kegiatan 

penegakan hukum dan pendampingan administrasi pemerintah, kerja sama ini 

tercatat berkontribusi nyata terhadap pemulihan keuangan daerah, yakni berupa 

pengembalian atau penyetoran tunggakan pajak ke kas daerah dalam jumlah yang 

signifikan, serta penguatan tata kelola pemungutan pajak di Kabupaten  Musi 

Banyuasin. Ruang lingkup kerja sama tahun 2018 tersebut tidak hanya berfungsi 

menyelesaikan tunggakan pajak, tetapi juga menjadi instrumen strategis 

pemerintah daerah dalam meningkatkan integritas, kepatuhan. 

                                                 

1 Akib, et al,  Strategi peningkatan pendapatan asli daerah (pad) melalui optimalisasi pajak 

dan retribusi di kota kendari. Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 5(2)(2024),h. 126-138. 
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strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan integritas, kepatuhan, 

dan efektivitas penerimaan daerah secara berkelanjutan.2 

Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, melalui Bidang Perdata dan Tata 

Usaha Negara menjalankan fungsi pendampingan hukum terkait penyelesaian 

tunggakan pajak daerah yang belum dibayarkan oleh para wajib pajak kepada 

pemerintah daerah. Kegiatan pendampingan tersebut dilakukan berdasarkan nota 

kesepahaman antara Kejari Musi Banyuasin dan Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Banyuasin. Kolaborasi ini ditujukan 

untuk memperkuat aspek penegakan hukum, mendorong peningkatan kepatuhan 

wajib pajak, serta memberikan dasar tindakan hukum terhadap kasus-kasus 

tunggakan pajak yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah.  

Melalui layanan pendampingan hukum yang mencakup pendampingan 

hukum, pendapat hukum serta dukungan dalam proses litigasi, Kejaksaan Negeri 

Musi Banyuasin memberikan kontribusi signifikan bagi BPPRD dalam upaya 

pemulihan keuangan daerah dari sektor pajak. Pendampingan tersebut berhasil 

mendorong pengembalian pajak terutang dari sejumlah wajib pajak yang 

sebelumnya tidak memenuhi kewajibannya, sehingga total pemulihan mencapai 

ratusan juta rupiah. Berdasarkan laporan pemulihan keuangan tahun 2018, kerja 

sama yang dibangun melalui perjanjian pendahuluan tersebut menjadi sarana 

penting dalam memperkuat kedudukan hukum pemerintah daerah. Adanya 

keterlibatan kejaksaan, penyelesaian tunggakan pajak tidak lagi hanya 

                                                 

2  Rekapitulasi laporan hasil Pemulihan Keuangan Daerah Kejaksaan Negeri Musi 

Banyuasin 2018, No B-1601/N.6.19/G/2018.Diakses Tanggal 19 November 2025 Pukul 19.00 
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mengandalkan prosedur administratif, tetapi juga memiliki landasan hukum yang 

lebih tegas. Hal ini menunjukkan bahwa peran Bidang Perdata dan Tata Usaha 

Negara Kejari Musi Banyuasin tidak sebatas memberikan nasihat hukum, 

melainkan turut berperan langsung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) serta mencegah potensi kerugian negara di sektor perpajakan daerah.3  

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin 

dalam konteks ini bertujuan untuk memperkuat posisi hukum pemerintah daerah 

serta meningkatkan efektivitas penagihan dan penyelesaian sengketa pajak.? 4 

Berbagai penelitian telah mengulas peran Kejaksaan dalam Bidang Perdata dan 

Tata Usaha Negara, terutama terkait pemberian bantuan hukum, pertimbangan 

hukum, serta tindakan hukum bagi instansi pemerintah, namun kajian yang secara 

khusus menilai sejauh mana pendampingan hukum Kejaksaan efektif dalam 

menangani persoalan pajak daerah masih relatif jarang ditemukan.  

Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jaksa Pengacara Negara merupakan 

fungsi strategis Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana diperbarui melalui UU 

Nomor 11 Tahun 2021. Keberadaannya menjadi urgen mengingat negara sebagai 

entitas hukum senantiasa terlibat dalam berbagai hubungan perdata dan tata usaha 

negara yang menuntut perlindungan hukum secara aktif dan profesional. Dalam 

bidang perlindungan aset dan keuangan negara, Perdata dan Tata Usaha Negara 

                                                 

3 https://www.rmolsumsel.id/kejar-penunggak-pajak-daerah-bpprd-lanjutkan-kerja-sama-

dengan-kejari-muba Diakses pada tanggal 01 November 2025,  Pukul. 17.00 
4  Mariza. Peranan Jaksa Pengacara Negara: Mengawal Aset Perkebunan Negara di 

Sumatra Utara. (Sumatera Utara: Bhuana Ilmu Populer, 2022), h.12 

https://www.rmolsumsel.id/kejar-penunggak-pajak-daerah-bpprd-lanjutkan-kerja-sama-dengan-kejari-muba
https://www.rmolsumsel.id/kejar-penunggak-pajak-daerah-bpprd-lanjutkan-kerja-sama-dengan-kejari-muba
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berperan memastikan setiap sengketa yang melibatkan negara mulai dari kontrak 

pengadaan, perjanjian pinjaman, hingga kepemilikan aset  ditangani secara 

terstruktur agar tidak menimbulkan kerugian keuangan negara. Lebih jauh, ketika 

jalur pidana tidak mampu sepenuhnya memulihkan kerugian negara akibat tindak 

pidana korupsi, gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara menjadi instrumen 

pemulihan yang tidak tergantikan. Di sisi lain, Perdata dan Tata Usaha Negara 

juga hadir memberikan representasi hukum bagi pemerintah dalam sengketa tata 

usaha negara di PTUN, sehingga kebijakan-kebijakan strategis pembangunan 

tidak mudah dibatalkan oleh pengadilan. Fungsi pemberian pertimbangan hukum 

kepada instansi pemerintah pun turut memperkuat tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance) secara preventif. 

Pada aspek normatif mengenai kewenangan Jaksa Pengacara Negara 

(JPN), peran kejaksaan dalam penyelamatan aset negara, atau hubungan 

kelembagaan antara kejaksaan dengan instansi pemerintah pada umumnya. 

Padahal, dalam praktiknya, pendampingan hukum terhadap kasus pajak daerah 

memiliki kompleksitas tersendiri yang mencakup aspek hukum administrasi, 

kepatuhan wajib pajak, hingga kepentingan fiskal daerah. Di sisi lain, isu 

mengenai rendahnya penerimaan pajak daerah dan lemahnya kepatuhan wajib 

pajak masih menjadi masalah klasik yang terus dihadapi oleh pemerintah daerah, 

termasuk di Kabupaten Musi Banyuasin ?5. 

                                                 

5 Azzahra, V., Kesuma, I. M., & Andrinaldo, A. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Musi Rawas. Innovative: Journal Of 

Social Science Research, 5(4) (2025), h.1408-1416. 
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Kondisi ini menuntut adanya upaya strategis, salah satunya melalui 

pemanfaatan pendampingan hukum oleh Kejaksaan dalam rangka penguatan 

aspek hukum dan pemulihan potensi penerimaan daerah. Hingga saat ini, belum 

terdapat kajian empiris yang secara mendalam mengevaluasi bagaimana 

pendampingan hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan 

Negeri Musi Banyuasin dilakukan, apa saja bentuk dan tahapan kegiatannya, serta 

sejauh mana efektivitasnya dalam menyelesaikan kasus pajak daerah dan 

meningkatkan penerimaan pajak. Belum ada pula analisis komprehensif mengenai 

faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan pendampingan tersebut 

dalam konteks daerah ini. 

Menilai sejauh mana pendampingan hukum oleh Bidang Perdata dan Tata 

Usaha Negara Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin berperan dalam penanganan 

persoalan pajak daerah, penelitian ini dapat memanfaatkan berbagai data resmi 

yang telah tersedia sebagai dasar analisis awal. Salah satu sumbernya adalah 

Portal Data Nasional, yang mencatat bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Musi 

Banyuasin mengalami perbedaan antara target dan realisasi penerimaan  pajak 

daerah. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kemungkinan tunggakan pajak 

atau ketidakpatuhan dari sebagian wajib pajak 

Fakta ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan penagihan pajak daerah 

masih menghadapi tantangan yang dapat menjadi objek pendampingan hukum. 

Kedua, data dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan 

Kejaksaan Negeri Muba menunjukkan bahwa telah diluncurkan program kerja 

sama antara Pemkab dan Kejaksaan melalui inisiatif SIMBADA (Sinergi Jaksa 
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Bersama Daerah). Program ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan 

optimalisasi pendapatan daerah, terutama melalui pendampingan hukum atas 

permasalahan pajak dan retribusi daerah, baik melalui upaya non-litigasi maupun 

litigasi.  

Implementasi program tersebut menunjukkan secara jelas bahwa 

Kejaksaan memiliki peran proaktif dalam membantu pemerintah daerah 

menangani berbagai permasalahan hukum di bidang perpajakan. Di sisi lain, 

laporan kinerja Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tahun 2023 juga mencatat 

capaian pemulihan keuangan negara melalui mekanisme perdata yang mencapai 

Rp7,5 miliar, di mana sebagian dari jumlah tersebut berasal dari pendampingan 

terhadap kasus-kasus perdata termasuk sengketa pajak dan retribusi daerah. 

Informasi ini menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas pendampingan 

hukum, khususnya dalam menghasilkan dampak nyata berupa pemulihan potensi 

kerugian negara maupun peningkatan pendapatan pajak daerah.6 

Berdasarkan aspek pembiayaan, dokumen Rencana Kerja Kejaksaan 

Negeri Musi Banyuasin Tahun 2024 memperlihatkan bahwa program Penegakan 

dan Pelayanan Hukum memperoleh anggaran lebih dari Rp 2 miliar, sedangkan 

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara hanya mendapatkan sekitar Rp38 juta. 

Perbedaan alokasi yang cukup signifikan ini menunjukkan bahwa kegiatan 

Perdata dan Tata Usaha Negara berjalan dengan dukungan anggaran yang relatif 

terbatas, sehingga kondisi tersebut dapat mempengaruhi optimalitas 

                                                 

6 https://mubakab.go.id/berita-2906-kejari_dan_pemkab_muba_luncurkan_program 

_simb ada_untuk_optimalkan_pad , diakses pada tanggal 01 November 2025, pukul 19.30 wib 

https://mubakab.go.id/berita-2906-kejari_dan_pemkab
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pendampingan hukum yang dilakukan di lapangan. Secara keseluruhan, informasi 

anggaran dan capaian tersebut memberikan gambaran bahwa Kejaksaan telah 

melakukan langkah konkret dalam membantu pemerintah daerah menangani 

permasalahan perpajakan, namun terdapat hambatan struktural yang masih perlu 

dianalisis lebih mendalam.  

Implementasi peran strategis Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dalam 

pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

(BP2RD). Fungsi perdata dan tata usaha negara bukan sekadar formalitas 

administratif, melainkan instrumen penegakan kepatuhan hukum bagi pihak 

ketiga yang memiliki kewajiban finansial kepada negara. Dalam konteks 

kabupaten Muba, masalah utama yang dihadapi adalah tingginya angka piutang 

pajak, khususnya pada sektor Pajak mineral bukan logam dan batuan  serta pajak 

sektor usaha lainnya yang tertahan di pihak perusahaan tambang dan kontraktor. 

Ketidakberdayaan administratif BP2RD dalam melakukan penagihan secara 

mandirikarena keterbatasan wewenang eksekutorial menuntut adanya intervensi 

dari Jaksa Pengacara Negara (JPN). Sebagai gambaran konkret, berdasarkan 

dokumen bantuan hukum tahun 2025, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 

Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin berhasil memulihkan tunggakan Pajak Barang 

dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik dari Pertamina EP Ramba senilai 

Rp547.917.790,64 yang sebelumnya tidak dapat ditagih oleh BP2RD secara 

mandiri. Selain itu, tunggakan pajak bumi dan bangunan Tower PT XL Axiata 

yang telah tertunggak sejak tahun 2014 hingga 2025 senilai Rp152.923.278,00 

pun berhasil diselesaikan melalui mekanisme negosiasi non-litigasi oleh Jaksa 
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Pengacara Negara (JPN). Kasus-kasus tersebut menjadi bukti nyata bahwa 

pendampingan hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara merupakan 

solusi strategis bagi keterbatasan eksekutorial BP2RD dalam pemulihan keuangan 

negara di daerah.78 

 Keterbatasan data dan kajian sebelumnya menunjukkan adanya ruang 

penelitian yang belum terisi dan perlu mendapat perhatian akademik. Dengan 

dasar tersebut, penelitian ini diselenggarakan untuk menyajikan pemahaman yang 

komprehensif mengenai bagaimana efektivitas pendampingan hukum yang 

dilakukan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dalam menangani persoalan pajak 

daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris agar mampu 

menghasilkan temuan yang relevan serta dapat diterapkan dalam upaya 

memperbaiki tata kelola perpajakan daerah dan memperkuat koordinasi antar 

lembaga pemerintah di tingkat lokal.   

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis perlu untuk 

dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Efektivitas 

Pendampingan Hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Perdata 

dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Muba dalam Mendukung BP2RD 

terhadap Pemulihan Keuangan Negara.” 

 

                                                 

7 Wawancara dengan Silviani Margaretha, S.H., M.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata 

Usaha Negara Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Sekayu, 12 Januari 2026. 
8  Nurullita, Nitami, and Annisa Rahmanita. "Duties and Functions of the Prosecutor's 

Office in the Civil and State Administration Sector (Case Study at the Central Kalimantan High 

Prosecutor's Office): Tugas dan Fungsi Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Studi 

Kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah)." Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan 

Pemerintahan 1.2 (2024): 238-256.  
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B.     Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Efektivitas Pendampingan Hukum oleh Bidang Perdata  dan 

Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin terhadap Kasus 

Pajak Daerah? 

2. Apa saja Kendala yang Dihadapi dalam Proses Pendampingan Hukum 

oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Perdata dan Tata Usaha 

Negara) Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dalam Mendukung BP2RD 

terhadap Pemulihan Keuangan Negara? 

 

C. Ruang lingkup  

Ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan pada efektivitas 

pendampingan hukum oleh bidang perdata dan tata usaha negara Perdata dan Tata 

Usaha Negara kejaksaaan negeri Muba dalam mendukung BP2RD terhadap 

pemulihan keuangan negara. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.   Tujuan Penelitian  

a) Untuk mengetahui efektivitas Pendampingan Hukum oleh Bidang 

Perdata dan Tata Usaha  Kejaksaan Negeri Muba dalam mendukung 

BP2RD terhadap pemulihan keuangan negara 

b) Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam proses 

Pendampingan Hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan 

Negeri Muba dalam pemulihan keuangan negara 
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2. Manfaat Penelitian 

a) Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, terutama pada ranah hukum 

administrasi negara serta hukum perdata yang berkaitan dengan 

pelaksanaan kewenangan kejaksaan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha 

Negara . Kajian ini juga berpotensi memperluas literatur mengenai fungsi 

Jaksa Pengacara Negara dalam penegakan hukum non-litigasi yang 

berperan mendukung peningkatan tata kelola keuangan daerah. Selain itu, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi studi-studi 

hukum selanjutnya yang menelaah kerja sama antara aparat penegak hukum 

dan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan perpajakan daerah.  

b) Manfaat Praktis 

1) Bagi Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin 

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kejaksaan 

Negeri Musi Banyuasin, khususnya Bidang Perdata dan Tata 

Usaha Negara, dalam menilai sejauh mana efektivitas 

pendampingan hukum yang telah dilakukan terhadap kasus-kasus 

pajak daerah. Temuan penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan masukan konstruktif dalam peningkatan kinerja Jaksa 

Pengacara Negara (JPN), termasuk dalam hal strategi penanganan 

perkara, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, dan 
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peningkatan kualitas layanan hukum non-litigasi untuk mendukung 

optimalisasi penerimaan pajak daerah. 

2) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

Penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi 

pemerintah daerah dalam meningkatkan kerja sama kelembagaan 

dengan Kejaksaan, khususnya dalam rangka penanganan 

tunggakan pajak dan penyelesaian sengketa pajak secara hukum. 

Dengan mengetahui sejauh mana efektivitas pendampingan hukum 

yang diberikan oleh Kejaksaan, pemerintah daerah dapat 

memperbaiki tata kelola administrasi perpajakan serta memperkuat 

aspek legalitas dalam proses penagihan pajak dan pemulihan 

keuangan daerah.  

3) Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat 

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada wajib pajak 

dan masyarakat umum mengenai peran Kejaksaan dalam 

mendampingi pemerintah daerah secara hukum, khususnya dalam 

penanganan kasus pajak daerah. Dengan adanya transparansi dan 

kepastian hukum dalam proses pendampingan, masyarakat 

diharapkan dapat lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan dan 

memahami bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara 

profesional, tidak semata-mata represif, melainkan dalam koridor 

hukum yang menjunjung keadilan.  
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4) Bagi Akademisi dan Peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam 

pengembangan studi hukum perdata dan administrasi negara, 

terutama yang berkaitan dengan peran lembaga kejaksaan dalam 

penyelesaian persoalan keuangan negara di luar ranah pidana. Data 

empiris dan analisis dari penelitian ini juga dapat memperkaya 

diskursus akademik mengenai kolaborasi antara lembaga penegak 

hukum dan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pajak 

daerah. 

 

E.     Kerangka Konseptual 

 Kerangka konseptual adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan 

antara variabel-variabel dalam suatu penelitian, yang berfungsi sebagai peta atau 

panduan bagi peneliti dalam merumuskan dan mengorganisir ide-ide serta konsep-

konsep penelitian.9 

1.  Efektivitas  

Dalam konteks penelitian ini, efektivitas dipahami sebagai sejauh mana 

pendampingan hukum yang diberikan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha 

Negara  Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin mampu mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Mengacu pada pandangan Orlando, efektivitas hukum 

menggambarkan kemampuan suatu aturan untuk berfungsi secara nyata dalam 

                                                 

9  Listiana, H., & Anam, K. Strategi Penyusunan Kerangka Berpikir: Meningkatkan 

Kualitas Penelitian. JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan 

Teknologi, 24(1),(2025),h. 146-157. 
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kehidupan masyarakat serta menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan 

pembentukannya. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya 

bergantung pada keberadaan norma tertulis, tetapi juga pada sejauh mana 

norma tersebut dapat dijalankan secara konsisten, dihargai, dan ditaati oleh 

masyarakat maupun lembaga-lembaga yang terlibat. Hukum yang efektif 

mampu menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan keteraturan dalam 

penyelesaian masalah, termasuk dalam konteks pendampingan hukum oleh 

institusi penegak hukum.10 

Efektivitas pendampingan hukum dapat dilihat dari beberapa indikator, 

seperti keberhasilan dalam penyelesaian kasus pajak daerah, peningkatan 

kepatuhan wajib pajak, percepatan proses penyelesaian sengketa pajak, serta 

dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah. Selain itu, efektivitas juga 

mencakup penilaian terhadap prosedur, kualitas, dan hasil pendampingan 

hukum yang diberikan, sehingga tujuan utama yaitu pemulihan dan 

penyelamatan keuangan daerah dapat tercapai secara optimal. 

2. Pendampingan Hukum 

Pendampingan hukum dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan 

untuk memberikan bantuan, perlindungan, serta layanan terkait persoalan 

hukum kepada individu atau kelompok yang memerlukan, khususnya 

mereka yang tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan memadai dalam 

menghadapi sengketa hukum. Tujuan utama dari pendampingan ini adalah 

                                                 

10 Orlando, G.Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia. Tarbiyah bil Qalam: 

Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, 6(1) (2025) h, 12. 
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menjamin bahwa hak-hak hukum pihak yang didampingi terlindungi secara 

maksimal, serta memastikan proses penyelesaian permasalahan hukum 

berjalan secara adil dan efektif. Dalam pembahasan mengenai 

pendampingan hukum, Suryantoro menjelaskan bahwa paralegal memiliki 

peran penting sebagai jembatan antara masyarakat dan institusi penegak 

hukum, termasuk membantu penyusunan dokumen-dokumen hukum dan 

memberikan dukungan dalam proses pemahaman hukum informasi hukum 

yang akurat, serta mendampingi klien dalam proses administrasi maupun 

mediasi.11 

Pendampingan hukum ini sangat penting agar masyarakat, terutama 

yang kurang berpengetahuan hukum, tidak merasa terabaikan dan dapat 

memperoleh akses keadilan secara merata. Dengan demikian, 

pendampingan hukum menjadi instrumen efektif untuk mengurangi 

ketimpangan hukum dan meningkatkan pemahaman serta kepatuhan hukum. 

3. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 

Ranah hukum perdata berkaitan dengan pengaturan hubungan 

hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya, baik antarindividu maupun 

antara individu dan badan hukum, yang bersifat privat dan tidak 

menyangkut aspek pidana. Hukum perdata mencakup berbagai ketentuan 

mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian, transaksi, 

serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi maupun 

                                                 

11  Suryantoro. Kedudukan Paralegal Dalam Pendampingan Hukum. Legal Studies 

Journal, 1(2).(2021)h, 10. 
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proses peradilan. Dalam lingkup administrasi pemerintahan, hukum perdata 

juga mencakup berbagai hubungan hukum yang muncul dari tindakan, 

kewenangan, ataupun keputusan yang melibatkan pemerintah sebagai 

subjek hukum.12 

Bidang tata usaha negara adalah cabang hukum yang mengatur 

aktivitas administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat atau badan 

pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Tata usaha negara berfokus pada hubungan hukum 

antara pemerintah atau pejabat administrasi negara dengan warga negara 

atau badan hukum privat, yang ditandai dengan dikeluarkannya suatu 

keputusan administrasi negara yang bersifat mengikat.13 

 

4. Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin 

Dalam penelitian yang dilakukan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin 

diposisikan sebagai salah satu aktor kunci dalam tata kelola kolaboratif 

pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung implementasi proyek 

strategis nasional di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Kejaksaan tidak 

hanya menjalankan fungsi penuntutan atau penegakan hukum dalam 

perkara pidana, tetapi juga aktif dalam peran non-litigasi melalui Bidang 

                                                 

12 Syafrida. (2020). Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi. 

Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 7, 248–263. 
13  Nahak, A. (2023). Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch. h, 12. 
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Perdata dan Tata Usaha Negara terutama dalam hal pendampingan hukum 

kepada pemerintah daerah.14 

 

5.  Pajak dan Retribusi Daerah ( BP2RD) 

Pajak daerah merupakan pungutan yang wajib dibayarkan oleh 

masyarakat maupun pelaku usaha kepada pemerintah daerah berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan ini bersifat tidak 

memberikan balasan secara langsung kepada wajib pajak dan dimanfaatkan 

untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan serta pembangunan di 

daerah. Pajak daerah juga menjadi elemen penting dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah, sehingga mampu memperkuat kemandirian 

keuangan daerah dan kualitas layanan publik. Pemungutannya dilakukan 

oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan 

kewenangan yang ditetapkan dalam regulasi, termasuk ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai hubungan keuangan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah 

daerah kepada individu maupun badan atas penggunaan jasa atau 

pemanfaatan fasilitas tertentu yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah 

daerah. Berbeda dengan pajak daerah yang sifatnya tidak langsung 

                                                 

14 Kurniawan, et al. Model Tata Kelola Kolaboratif dalam Implementasi Proyek Strategis 

Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi 

Publik, 7(2)(2025) h.105-115. 



 

 

 

17 

memberikan balasan kepada pembayar, retribusi daerah memiliki karakter 

kontraprestasi langsung.15 

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

Review studi terdahulu yang relevan adalah proses analisis dan sintesis 

terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik atau isu 

yang sedang diteliti: 

Tabel 1.1  

Penelitian Terdahulu 

 

NO NAMA   JUDUL  HASIL PENELITIAN 

1 RIAMBODO, 

F. N. A. (2022).  

Disertasi  

Politeknik 

Keuangan 

Negara STAN, 

2022 

 Tinjauan Strategi Kebijakan 

Pemerintah Kota Palembang 

untuk Mengatasi Defisit 

Pendapatan Pajak Daerah di 

Masa Pandemi Covid-

19 (Doctoral dissertation, 

Politeknik Keuangan Negara 

STAN). 

Bahwa strategi Pemerintah Kota 

Palembang dalam mengatasi defisit 

pendapatan pajak selama pandemi 

Covid-19 dilakukan melalui kebijakan 

intensifikasi dan ekstensifikasi, yang 

mencakup optimalisasi penagihan 

piutang, penggunaan teknologi 

pemantau transaksi (e-tax), pemberian 

stimulus fiskal penghapusan sanksi 

administrasi bagi wajib pajak. Temuan 

tersebut menunjukkan bahwa meskipun 

terdapat hambatan berupa rendahnya 

kepatuhan wajib pajak akibat 

penurunan omzet usaha, koordinasi 

instansi pemungut pajak dalam 

mengelola potensi pajak baru dan 

memulihkan piutang menjadi kunci 

utama dalam menjaga stabilitas 

keuangan daerah.16 

2 Soraya, F. 

(2021) 

Disertasi 

Universitas 

Muhammadiyah 

Analisis Sistem Pengendalian 

Intern atas Pemungutan dan 

Penyetoran Retribusi Pasar 

Pada Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten 

Pacitan  (Doctoral 

Bahwa sistem pengendalian intern atas 

pemungutan dan penyetoran retribusi 

pasar pada Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Pacitan secara 

umum telah memadai, namun masih 

ditemukan beberapa kelemahan pada 

                                                 

15 Pratiwi, A. et al . Implementasi Good Governance dan Budaya Organisasi terhadap 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah: Survey pada BP2RD Kabupaten Musi Banyuasin. El-Mal: 

Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 4(6), (2025) h,1842-1850. 
16 Riambodo.Tinjauan Strategi Kebijakan Pemerintah Kota Palembang untuk Mengatasi 

Defisit Pendapatan Pajak Daerah di Masa Pandemi Covid-19. Doctoral dissertation, Politeknik 

Keuangan Negara STAN. 2022. 
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Ponorogo, 

2021.   

 

dissertation, Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo) 

komponen penagihan dan pengawasan 

di lapangan. Temuan utama dalam 

penelitian ini mengungkapkan bahwa 

meskipun prosedur pemungutan telah 

sesuai dengan standar operasional, 

keterbatasan jumlah sumber daya 

manusia dan masih adanya praktik 

pemungutan secara manual menjadi 

celah terjadinya risiko ketidakpatuhan 

serta keterlambatan penyetoran ke kas 

daerah.17 

3. Bibra (2024).  

Artikel Jurnal 

Ilmiah 

Multilingual: 

Journal of 

Universal 

Studies, Vol. 4, 

No. 4, 2024 

 

 

 

 

 

Efektivitas Insentif Pajak 

Sebagai Instrumen Pemulihan 

Ekonomi: Tinjauan Terhadap 

Ketahanan Keuangan 

Nasional. Multilingual: 

Journal of Universal 

Studies, 4(4) 

Menekankan bahwa pemberian insentif 

pajak merupakan instrumen fiskal yang 

cukup efektif dalam menjaga ketahanan 

keuangan nasional, namun 

efektivitasnya sangat bergantung pada 

ketepatan sasaran dan pengawasan 

administratif yang ketat agar tidak 

menimbulkan potensi kehilangan 

pendapatan negara tax expenditure 

yang berlebihan. Hasil penelitian 

tersebut menyoroti bahwa insentif 

pajak mampu mendorong daya beli 

masyarakat dan menjaga 

keberlangsungan sektor usaha di masa 

krisis, meskipun di sisi lain pemerintah 

dihadapkan pada tantangan dalam 

menyeimbangkan antara pemberian 

keringanan pajak dengan kebutuhan 

untuk memulihkan kas negara secara 

cepat.18 

 

Berdasarkan review studi terdahulu yang relevan perbedaan penelitian 

penulis adalah perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

                                                 

17 Soraya, F. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern atas Pemungutan dan Penyetoran Retribusi 

Pasar Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan. Doctoral dissertation, Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo. 

 
18  Bibra (2024). Efektivitas Insentif Pajak Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi: Tinjauan 

Terhadap Ketahanan Keuangan Nasional. Multilingual: Journal of Universal Studies, 4(4). 
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terletak pada fokus instrumen dan aktor pelaksana yang digunakan dalam upaya 

pemulihan keuangan negara lebih menitikberatkan pada aspek administratif, 

teknologi e-tax, serta sistem pengendalian internal instansi pemungut, sedangkan 

pada efektivitas insentif fiskal secara makro. Sebaliknya, penelitian ini menawarkan 

kebaruan melalui pendekatan yuridis-operasional dengan menempatkan bidang 

perdata dan tata usaha negara kejaksaan negeri MUBA sebagai variabel kunci 

dalam memberikan pendampingan hukum kepada BP2RD. Fokus utama penelitian 

ini bukan sekadar pada manajemen pajak, melainkan pada sejauh mana intervensi 

hukum melalui fungsi jaksa pengacara negara mampu mengatasi kendala kepatuhan 

dan memitigasi risiko hukum yang tidak dapat diselesaikan melalui prosedur 

administratif biasa, sehingga memberikan dimensi baru dalam strategi pemulihan 

keuangan negara di tingkat daerah. 

G.     Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian & Pendekatan 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau yang 

sering disebut sebagai penelitian lapangan. Berbeda dengan penelitian 

normatif yang hanya memfokuskan kajian pada norma hukum tertulis, 

penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana fungsi perdata dan tata usaha 

negara pada kejaksaan negeri Musi Banyuasin diimplementasikan secara 

nyata dalam mendukung badan pengelola pajak dan retribusi daerah. Fokus 

utamanya adalah melihat realitas praktik pendampingan hukum di lapangan 

guna mengukur apakah tindakan tersebut memberikan dampak nyata 
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terhadap pemulihan keuangan negara melalui penagihan pajak atau retribusi 

daerah di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin secara objektif.  

2. Sumber  Data  

 Sumber data yang digunakan dalam penitian ini merupakan data 

primer dan data sekuner yang dikumpulkan langsung dari orang-orang yang 

terlibat oleh peneliti di lapangan.  

a. Data Primer 

Data primer ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 

Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada bidang Bidang Perdata dan Tata Usaha 

Negara, pejabat struktural BP2RD Kabupaten Musi Banyuasin, serta 

petugas pajak yang terlibat langsung dalam proses penagihan tunggakan 

pajak daerah. Wawancara tersebut menggali secara rinci pelaksanaan Surat 

Kuasa Khusus (SKK), kendala teknis dan hukum dalam penagihan pajak, 

mekanisme mediasi yang dilakukan oleh Kejari, serta dampak konkret 

pendampingan hukum terhadap percepatan setoran pajak ke kas daerah. 

Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung 

terhadap proses administrasi pendampingan hukum, termasuk pencatatan 

SKK, koordinasi lintas-unit, dan dokumentasi aktivitas penagihan yang 

difasilitasi oleh Jaksa Pengacara Negara. 

b. Data Sekunder 

1) Bahan hukum primer merupakan sumber data utama yang berupa 

aturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum 

pendampingan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Musi 
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Banyuasin. Contohnya meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia terkait tugas dan fungsi 

bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta dokumen resmi seperti 

Surat Kuasa Khusus (SKK), keputusan-keputusan, dan surat-surat 

pendampingan hukum yang menjadi bagian dari praktik di lapangan. 

Selain itu, data primer juga meliputi putusan pengadilan, perjanjian 

hukum, dan dokumen litigasi/non-litigasi yang berkaitan dengan 

kasus pajak daerah yang menjadi objek pendampingan.19 

2) Bahan hukum sekunder merupakan sumber data pendukung yang 

berisi penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan primer. 

Dalam penelitian ini, bahan sekunder meliputi buku-buku hukum, 

jurnal ilmiah, artikel penelitian terdahulu, opini ahli, literatur 

akademik, serta teori-teori yang berkaitan dengan hukum perdata, 

tata usaha negara, dan perpajakan daerah. Sumber ini membantu 

memberikan landasan konseptual dan kerangka teori yang 

menjelaskan bagaimana pendampingan hukum seharusnya 

dilaksanakan serta bagaimana mengukur efektivitasnya. Referensi 

dari para pakar hukum dan hasil penelitian terkait bidang Perdata 

                                                 

19  Ahmad, et al. Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum. (PT. Sonpedia 

Publishing Indonesia:2022) h, 33. 
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dan Tata Usaha Negara dan pajak daerah menjadi bahan sekunder 

yang sangat penting dalam analisis data. 

3) Bahan tersier adalah sumber data yang berfungsi sebagai alat bantu 

dalam mempermudah pencarian dan penelusuran bahan primer dan 

sekunder. Dalam penelitian ini, bahan tersier mencakup kamus 

hukum, ensiklopedia, indeks hukum, daftar pustaka, abstrak jurnal, 

dan database elektronik yang memudahkan peneliti dalam 

mengakses dan mengorganisir bahan hukum primer dan sekunder. 

Bahan tersier juga termasuk perangkat lunak atau aplikasi 

pengelolaan referensi yang digunakan untuk mengkategorikan dan 

menyusun data hukum yang diperoleh. yakni bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder, contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia, 

indeks kumulatif dan lain-lain.20 

3.  Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang 

dilakukan melalui interaksi langsung antara pewawancara dan responden 

dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan dan mendalam 

mengenai topik penelitian. Wawancara digunakan untuk menggali 

pendapat, pengalaman, pandangan, serta pengetahuan responden 

                                                 

20  Fithria Rizka, S. Literasi Informasi. (Yogyakarta: Deepublish.2022), h.20 
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terhadap fenomena yang sedang diteliti. Adapun pihak-pihak yang 

menjadi narasumber dalam wawancara penelitian ini adalah sebagai 

berikut: (1) Silviani Margaretha, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Perdata 

dan Tata Usaha Negara (Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejaksaan 

Negeri Musi Banyuasin; (2) Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Bidang 

Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin yang 

terlibat langsung dalam kegiatan pendampingan hukum; serta (3) Pejabat 

struktural Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) 

Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki kewenangan di bidang 

penagihan piutang pajak daerah. 21 

b. Studi Dokumentasi Pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan 

mengakses dan mengumpulkan data sekunder berupa laporan resmi 

Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, statistik jumlah kasus pajak daerah 

yang didampingi, hasil penyelesaian kasus, dan dokumen pendukung lain 

yang berhubungan dengan pelaksanaan pendampingan hukum. Data ini 

digunakan untuk mendapatkan gambaran numerik dan fakta yang 

mendukung analisis kuantitatif.  

4. Analisis Data  

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang 

berorientasi pada upaya memahami fenomena sosial secara mendalam 

melalui penggalian makna, pengalaman, persepsi, dan tindakan individu 

                                                 

21 Achjar, et al. Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif 

dan studi kasus.( PT. Sonpedia Publishing Indonesia:2023).h.32 
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atau kelompok dalam konteks yang alamiah. Berbeda dengan penelitian 

kuantitatif yang menekankan angka dan pengukuran statistik, penelitian 

kualitatif berfokus pada penafsiran terhadap realitas sosial yang kompleks 

dan dinamis.Tujuan utamanya bukan untuk menggeneralisasi, tetapi untuk 

memahami secara komprehensif bagaimana suatu fenomena terjadi, 

mengapa terjadi, dan apa maknanya bagi orang yang mengalaminya. 22 

 

H. Sistematika Penulisan 

 BAB I             PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri dari Latar belakang, Rumusan masalah, 

Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat penelitian, Kerangka 

Konseptual, Review Studi Terdahulu yang Relevan, Metode 

Penelitian, Sistematika Penulisan. 

 BAB II           Tinjauan Pustaka 

Bab II membangun landasan teoritis penelitian melalui 

empat tinjauan utama. Pendampingan hukum merupakan 

bentuk bantuan hukum yang menjamin hak konstitusional 

seseorang selama proses hukum berlangsung, di mana Jaksa 

Pengacara Negara (JPN) berkedudukan sebagai pejabat 

negara yang biayanya ditanggung APBN, bukan advokat 

                                                 

22  Safarudin, Penelitian kualitatif. Innovative: Journal Of Social Science 

Research, 3(2)(2023) h, 9680-9694. 
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komersial. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 

Kejaksaan berwenang memberikan bantuan hukum, 

pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya bagi 

instansi pemerintah berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2021. 

BP2RD sebagai pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

memiliki keterbatasan wewenang eksekutorial dalam 

penagihan paksa sehingga membutuhkan intervensi JPN. 

Pemulihan keuangan adalah upaya mengembalikan kas 

daerah yang tertahan di pihak ketiga, yang diutamakan 

melalui jalur non-litigasi karena lebih cepat dan efisien. 

 

 BAB III          Pembahasan 

Berdasarkan analisis terhadap 25 dokumen bantuan hukum, 

pendampingan hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha 

Negara Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin terbukti sangat 

efektif dalam memulihkan piutang pajak daerah. JPN 

berhasil menagih tunggakan dari Pertamina EP Ramba 

(Rp547.917.790,64), PT XL Axiata (Rp152.923.278,00), 

PHE Jambi Merang (Rp254.707.455,00), serta sejumlah 

hotel dan usaha lokal dengan total ratusan juta rupiah, 

melalui mekanisme negosiasi non-litigasi yang didukung 

daya tekan yuridis kuat sehingga tingkat kehadiran wajib 

pajak mencapai hampir 100%. Namun demikian, terdapat 
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lima kendala yang masih menghambat, yaitu kekosongan 

regulasi teknis daerah, asimetri data piutang antara BP2RD 

dan wajib pajak, hambatan ekonomi pasca-pandemi pada 

usaha lokal, birokrasi pembayaran berlapis di sektor migas, 

serta keterbatasan anggaran operasional Perdata dan Tata 

Usaha Negara yang hanya sekitar Rp38 juta. 

 

BAB IV      Penutup 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendampingan hukum 

oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan 

Negeri Musi Banyuasin sangat efektif mengubah piutang 

pajak macet menjadi pendapatan riil daerah melalui 

instrumen non-litigasi, sekaligus menjamin akuntabilitas 

penagihan melalui akta pengawasan melekat. Sebagai saran, 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu segera 

menerbitkan regulasi teknis daerah yang sinkron dengan 

aturan pusat, BP2RD perlu melakukan digitalisasi basis data 

piutang secara menyeluruh, dan Bidang Perdata dan Tata 

Usaha Negara perlu memperkuat koordinasi lintas sektoral 

dengan SKK Migas dan Direktorat Jenderal Pajak demi 

percepatan realisasi pembayaran ke Kas Daerah. 
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